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PUTUSAN
Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir malang, 07 Februari 1999, agama
Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan
Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten
Malang, sekarang berada di TAIWAN ( R.O.C ), dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama BUDI
SUPANGKAT, SH., MH pekerjaan Advokat/Pengacara,
beralamat di Jalan Trunojoyo Jembatan Kedung RT.09
RW.02 Desa Kedungpedaringan, @ Kecamatan
Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar
dalam register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:
546/Kuasa/l1/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Januari
2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir malang, 25 Januari 2001, agama
Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Belum Sekolah,
tempat kediaman di Kabupaten Malang;, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
perkawinan secara agama Islam pada tanggal 07 Mei 2023, yang tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,
sebagaimana surat keterangan nikah nomer : B-
002/Kua.13.35.15/PW.01/1/2024; ( Bukti P-1 Foto copi surat keterangan
nikah terlampir );

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon
telah hidup sebagai suami istri bertempat tinggal Bersama di rumah
Pemohon di Kabupaten Malang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan suami istri (ba’da dukhul), namun demikian antara Pemohon dan
Termohon belum mempunyai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun,
namun sejak bulan Juni 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon
goyah, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran mulut via telepon dan sms yang mencapai
puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2023 yang sulit
untuk kembali rukun dalam hidup berumah tangga hal ini disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon, padahal

kesepakatan anatara Pemohon dan Termohon setelah menikah

Termohon akan tinggal dirumah Pemohon, namun Termohon lebih

memilih tinggal dirumah orang tuanya;

4.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon yakni Termohon

lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan
Pemohon;

4.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
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5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2023 Termohon
pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Malang hingga
sekarang;
6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 4 ( empat ) dan 5
(lima) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini:
6.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang
No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
6.2. Bahwa sejak bulan Juni 2023, hingga sekarang terhitung sudah 7
(tujuh) bulan, lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
rumah, dan selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun lagi;
7. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon
sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari
permohonan ini;
Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cqg Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan
putusan yang amarnya :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i kepada Termohon ( Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );
Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDI
SUPANGKAT, SH., MH, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
12 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat

formil dan materiil;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili
Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan (relaas) Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

1. Surat.
1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, nomor B-
002/Kua.13.35.15/PW.01/1/2024 tanggal 07 Mei 2023, yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa

Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK

3507110702990002, tanggal 18-05-2019, yang dikeluarkan oleh Prov

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.
1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kayu,
bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau
tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling
berkomunikasi;
-Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk
mendamaikan;
2. Saksi Ill, umur 26 tahun, agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling
berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk
mendamaikan;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam
perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa
tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum
Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat
kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa  Nomor
546/Kuasa/1/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Januari 2024, didalamnya Pemohon
memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI
SUPANGKAT, SH., MH kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu
advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara
sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak
mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon merupakan
rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan
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keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk
dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR.,
sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak
mau tinggal di rumah Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisin dan pertengkaran
secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah
Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7
bulan;

4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis
Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :

o (o 1 OB SO e Uy
Artinya “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. FAHRURRAZI,
M.H.l sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI,
M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HERA NURDIANA, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H. Drs. A. BASHORI, M.A.
Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses :Rp 100.000,00

3. Panggilan :Rp 520.000,00

4. PNBP :Rp 20.000,00

5. Sumpah :Rp 100.000,00

6. Redaksi :Rp 10.000,00

7. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 790.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



